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ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMBENTUKAN,
PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
bahwa dalam rangka efekiifitas dan optimalisasi pelaksanaan pelayanan di bidang
penanganan bencana kebakarsn o Kota Banjaberu perdu  melakukan
pembeniukan Organisasl dan Tata Kefja Pemadem Kebakarsn pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Perfindungan Masyarakat Kota Banjarbary;

bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas pedu

Lembaran Negara Indonesia Nomor 3041) sebagaimana teiah dibah
Undang-Undang Nomor 43 Tahuh 1899 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok (Lembaran



§  Peraturan Pemerntah Nomor 41 Tehun 2007 tentang Crganisasi Perangkat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6 Peraturan Menteri Dalam Negen Republix indonesia Nomor 57 Tahun 2007
fentang Patunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Banjahary Nomor 2 Tahun 2008 fentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerntsh Kofs Banjarbans
{Lembaran Daerah Kota Banjarbary Tahun 2008 Nomor 2 Sarf D Nomor Sen 1),

8. Petaturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kena Lembaga Teknls Daerah dan Satusn Polsi Pamong
Praja Kota Banjarbary (Lembaran Dasrah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12
Sert D Nomoe Seri 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan | PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

1

2 Pemerntsh Dasrah adalsh Waikiota beserta Perangkat Daetah sebags Unsur Peayelenggara
Pemerintahan Daerah Kota Banjarban.

3. Wallkota adafah Walkota Banjarbaru.

4. Baden Kesatuan Bangsa dan Periidungan Masyarakat adaish Badan Kesatusn Bangsa dan
Paridungan Masyarakat Kota Banjarbaru.

5 Kepsia Badan Kesatuan Bangsa dan Perfidungan Masyarakat adafah Kspala Badan Kesatuan Bangsa
dan Peridungen Masyarakal Kota Banjarbanu.

6, Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perfidungan
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Perlidungan Banjarbanu.
8 Angoaran Pendapatan dan Befanja Dasrah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

BABII
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Perafuran Wallkota ini dibentuk Kelembagaan Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatusn Bangsa
dan Parlidungan Masyarakat.



Pasal 3

Pemadam Kebskaran merupskan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa
Masyarakal yang berkedudukan sebagai penyelenggara feknis sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan
Parfdungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Pemadan Kebakaran, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Peridungan Masyarakat.
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BAB
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISAS!

Pasaid

(1) Pemadam Kebakaran mempunyai lugas pokok melsksanakan kegiatan pelayanan penanganan
bencana kebakaran di Kota Banjarbary.

{(2)  Untuk melaksanakan tuges ssbegaimana dimaksud pada ayat (1), Pemadam Kebakaran mempunyai

fungsi:
@ perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan penanggulangan bencana kebakaran sesual
dengan kebfakan teknis yang diletapkan oleh Kepafa Badan Kesatuan Bangsa dan Pedidungan

Masyarakat,
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(3)  Susunan Organisasi Pemadam Kebakaran terdir dan -
(4) Bagan struktur organisasi Pemadam Kebakaran sebagaimana fedampr dan merupakan bagian yang
Dalam melaksanakan lugasnya, Pemadam Kebakaran wajlb menerapkan peinsip kooedinasl, inlegrasi dan

sinkronisasi bak dalam ngkungan kerjanya maupun antar satuan organsasi sesuai dengan lugas masing-
masing,



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6
(1) Segefa blaya yang diperiukan untuk pefaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran dibebankan kepada

Anggaran Pendspatan dan Belanja Daersh pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pedidungan
Masyarakat,
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bantuan kain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 7
Pengangkatan dan pamberhantian Kepala Pemadam Kebakaran dan Jabatan Struktural di fingkat bawahnya
senta Jahatan Fungsional, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berfaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal &

{1) Ketentuan yang mengatur crganisasi dan essionisas! Pemadam Kebakaran daam Peraturan Wallkota ini
mengacuy pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas! Perangkat Daerah,

{2) Penerapan dan pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaken dengan persturan perundang-
undangan yang berlaky.

8A8 Vil
PENUTUP

Dengan berakunya Peraturan Walkota ini, maka semua kedentuan palaksanaan yang mengatur Pemadam
Kebakaran dinyatakan dicabut dan tidak bedaku lagi.

Pasal 10

Halhal yang belum diatur datam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenal pelaksansannya akan distur
lobih lanjut dengan Keputusan Walkota.









